
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan 

sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan sejauh mana pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota 

Padang.  

Berdasarkan penjelasan peneliti pada bab v, terlihat bahwa pengawasan 

pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang dapat dikatakan berjalan dengan 

baik, namun ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang 

timbul antara lain alokasi pupuk yang terkadang tidak mampu mencukupi permintaan 

petani, sistem pembayaran pengadaan pupuk serta pembelian pupuk oleh petani yang 

sering tidak sesuai dengan aturan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh 

T. Hani Handoko. Berikut kesimpulan dalam penelitian ini: 

1. Penetapan Standar, yang terdiri atas standar fisik, standar  moneter dan 

standar waktu, dapat disimpulkan bahwa penetapan standar dalam 

pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Padang kurang berjalan dengan 

baik. Permasalahan terjadi pada penetapan standar moneter. Karena 

pendistribusian pupuk untuk sampai kepada petani dilakukan oleh kios 

pengecer. Terkait dengan penjualan ataupun pendapatan tergantung dengan 



 

 

kebutuhan dan kemampuan kios dalam menyalurkan pupuk.Jika terjadi 

pelanggaran dalam penjualan pupuk, yang mengalami kerugian adalah kios 

bukan distributor. 

2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatanyang terdiri atas observasi, 

laporan, metode-metode otomatis, dan inspeksi, dapat disimpulkan bahwa 

pengukuran pelaksanaan kegiatan berjalan dengan cukup baik, pelaporan 

kegiatan pengawasan terhadap kios dilakukan secara rutin, tidak ada kendala 

dalam pelaporan karena pelaporan dilakukan setelah melaksanakan agenda 

bulanan, namun terdapat kendala pada yaitu kurangnya pemahaman dari 

petani terkait dengan cara penggunaan pupuk yang tepat. Namun peneliti 

berasumsi bahwa kegiatan ini masih membutuhkan intensitas yang lebih 

tinggi agar pengawasan pupuk bersubsidi dapat menjangkau proses distribusi 

pupuk hingga ke petani. 

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan,  yang terdiri atas observasi, laporan, 

metode-metode otomatis, dan inspeksi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran 

pelaksanaan kegiatan berjalan dengan cukup baik, pelaporan kegiatan 

pengawasan terhadap kios dilakukan secara rutin, tidak ada kendala dalam 

pelaporan karena pelaporan dilakukan setelah melaksanakan agenda bulanan, 

namun terdapat kendala pada yaitu kurangnya pemahaman dari petani terkait 

dengan cara penggunaan pupuk yang tepat.  

4. Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan yang 

terdiri atas menginterpretasikan adanya penyimpangan, dan penyebab 

terjadinya penyimpangan, dapat disimpulkan bahwa pembandingan 



 

 

pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan yang terjadi dalam 

distribusi pupuk bersubsidi di Kota Padang adalah adanya kios yang terpaksa 

menjual pupuk di luar alokasi pupuk yang telah ditetapkan untuk para petani, 

dan petani yang tidak menggunakan kartu kendali dalam pembelian pupuk 

bersubsidi.  

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukanyang terdiri atas mengubah 

standar semula, pelaksanaan diperbaiki, dan mengubah standar semula dan 

pelaksanaan diperbaiki, dapat disimpulkan bahwa pengambilan tindakan 

koreksi bila diperlukan belum berjalan sepenuhnya,  terbukti dengan belum 

ada pengubahan standar semula terkait dengan aturan pembayaran pupuk. 

Kemudian  masih ada kios pengecer yang menjual pupuk bersubsidi kepada 

petani yang tidak memiliki Kartu Kendali Pupuk Bersubsidi. Serta belum ada 

solusi terkait permasalahan pembayaran pupuk, serta permasalahan terkait 

metode pembayaran pupuk oleh kios kepada distributor tidak sesuai dengan 

aturan yang ditetapkan. 

6.2. Saran 

1. Terkait dengan penetapan standar, peneliti menyarankan agar lebih 

meningkatkan aturan yang tegas dalam pengadaan pupuk, supaya tidak terjadi 

ketimpangan dalam pengadaan alokasi pupuk yang tidak sesuai dengan 

permintaan pupuk yang diajukan oleh kios pengecer pupuk bersubsidi. 

2. Agar lebih meningkatkan intensitas pelaksaan kegiatan turun ke lapangan, 

dalam bentuk inspeksi dan observasi, dengan tujuan untuk mengetahui 

kebutuhan pupuk yang disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki petani.  



 

 

3. Peningkatan intensitas yang lebih tinggi agar pengawasan pupuk bersubsidi 

untuk memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran hingga ke petani yang 

memang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.  

4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan pemberian sanksi terhadap kios 

yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penjualan pupuk kepada petani 

yang tidak menggunakan kartu kendali pupuk bersubsidi.  

5. Terkait dengan pengambilan tindakan koreksi, agar mengadakan koreksi 

terhadap pelaksanaan distribusi pupuk dari distributor ke kios pengecer atapun 

dari kios pengecer ke petani. Karena terkait dengan pengadaan pupuk dari 

distributor hingga ke petani. Dalam aturan yang ditetapkan, pembayaran 

dilakukan setelah pupuk terjual ke petani, namun dalam pelaksanaannya 

pupuk dibayarkan terlebih dahulu dengan tujuan agar distributor tidak 

mengalami kerugian.  

 


